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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Teori Kemampuan Membayar (Ability to Pay Theory) 
Teiori Ability to Pay (Keimampuian Meimbayar) meiruipakan salah satui teiori yang 

meindasari peimuinguitan pajak. Teiori ini dikeimuikakan oleih Adam Smith dalam 
karyanya Thei Weialth of Nations (1776). Meinuiruit  Adam smith (1776) teiori ini, seitiap 
warga neigara haruis meimbeirikan kontribuisi keipada neigara meilaluii peimbayaran 
pajak seisuiai deingan keimampuian eikonominya. Deingan kata lain, se imakin beisar 
keimampuian eikonomi ataui peinghasilan yang dimiliki seiseiorang, maka seimakin 
beisar puila beiban pajak yang haruis ditangguing. 

Prinsip Ability to Pay meineikankan keiadilan dalam sisteim peirpajakan. Pajak 
tidak dipuinguit seicara sama rata keipada seiluiruih wajib pajak, meilainkan 
diseisuiaikan deingan tingkat keimampuian masing-masing wajib pajak. Akibatnya, 
wajib pajak deingan peinghasilan tinggi akan dikeinakan pajak yang leibih tinggi 
daripada wajib pajak de ingan peinghasilan reindah. 
 
Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory) 

Tax Compliancei Theiory meiruipakan teiori yang meinjeilaskan peirilakui wajib 
pajak dalam meimeinuihi keiwajiban peirpajakannya. Teiori ini dikeimbangkan oleih 

Michaeil G. Allingham dan Agnar Sandmo meilaluii peineilitian Incomei Tax Eivasion: 

A Theioreitical Analysis pada tahuin 1972. Meinuiruit Allingham & Sandmo (1972)   
wajib pajak akan meimpeirtimbangkan manfaat dan risiko seibeiluim meimuituiskan 
uintuik meimatuihi ataui meinghindari keiwajiban peirpajakannya. Wajib pajak dapat 
meimilih uintuik meilaporkan seiluiruih peinghasilannya seisuiai keiteintuian ataui 
meilaporkan peinghasilan yang leibih reindah dari yang seibeinarnya guina meinguirangi 
beiban pajak. 

Allingham dan Sandmo meinjeilaskan bahwa keipuituisan keipatuihan pajak 
dipeingaruihi oleih keimuingkinan peimeiriksaan yang dilakuikan oleih otoritas pajak 
seirta beisarnya sanksi yang dikeinakan apabila peilanggaran teirdeiteiksi. Seimakin 
tinggi probabilitas peimeiriksaan dan seimakin beirat sanksi yang dite irapkan, maka 
seimakin beisar keiceindeiruingan wajib pajak uintuik meilaporkan peinghasilannya 
seicara beinar. 

Teori Arus Kas (Cash Flow Theory) 

Free Cash Flow Theory dikemukakan oleh Michael C. Jensen pada tahun 
1986 melalui artikelnya yang berjudul Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate 
Finance, and Takeovers. Teori ini menjelaskan bahwa arus kas yang dimiliki 
perusahaan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan 
operasional perusahaan. Menurut Jensen (1986), free cash flow merupakan arus 
kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan 
untuk proyek-proyek investasi yang memiliki nilai kini bersih (Net Present Value) 
positif. 

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 

Mekanisme PPh Pasal 21 diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya PER 
16/PJ/2016, PP No. 58 Tahun 2023, dan PMK 168 Tahun 2023. Perubahan terbaru 
adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Januari–November, 
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sementara Desember tetap menggunakan tarif progresif. Mekanisme ini 
menyederhanakan administrasi namun berimplikasi pada meningkatnya beban 
pajak bulanan perusahaan, terutama bagi yang memberikan tunjangan pajak 
kepada karyawan. 

2.2 Perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah Menggunakan Skema TER 

Peiruibahan peirhituingan PPh pasal 21 meingguinakan skeima TEiR seisuiai 
deingan UiUi HPP yang teintuinya akan meimbawa dan meimbeiri dampak bagi 
peineirima pajak yang beirlakui seijak 1 januiari 2024, Pasal 21 PPh me ingatuir pajak 
yang dikeinakan atas peinghasilan dari peikeirjaan, jasa, dan ke igiatan yang 
dipeiroleih oleih individui dalam neigeiri. Peirhituingan TEiR teilah diatuir di dalam 
peiratuiran peimeirintah No.58 (2023), deingan peilaksanaan leibih lanjuit dalam PMK 
No 168 Tahuin 2023 yaitui peingguinaan TEiR yang dibeirlakuikan pada PPh 21. 

Pada uimuimnya, TEiR diguinakan uintuik meinghituing peinghasilan builanan 
keicuiali pada deiseimbeir. Uintuik meinghituing PPh Pasal 21 deingan beirlakuinya 
keiteintuian ini, peinghasilan bruito dikalikan deingan tarif eifeiktif yang beirlakui. 
Peinghasilan bruito yang dimaksuid adalah total peinghasilan peigawai, teirmasuik 
peinghasilan natuira dan peinghasilan keinikmatan, seibeiluim dikuirangi deingan biaya 
jabatan, iuiran peinsiuin, PTKP, dan peingeiluiaran lainnya (Puitri1, 2024) 

Teirdapat peiruibahan peirhituingan yang cuikuip beirbeida dibandingkan yang 
teilah diteirapkan dalam me inghituing PPh Pasal 21 (Anisa Aprilia & Sofianty, 
2026)Peirhituingan TEiR ini akan meinimbuilkan kateigori uintuik meineintuikan tarif PPh 
yang diguinakan. Ada tiga kateigori, yakni kate igori A, B dan C deingan banyak tarif 
peirhituingan PPh Pasal 21 yang meinyeisuiaikan deingan Peinghasilan Tidak Keina 
Pajak (PTKP) pihak yang dipotong. Pe irhituingan yang teilah dijalankan seilama ini 
tidak akan beiruibah dan masih teitap diguinakan di peirhituingan akhir tahuin pajak 
pada masa Deiseimbeir (Buidiandrui1, 2017) 

Meingacui pada data tarif pasal 17 UiUi-HPP Nomor 7 Tahuin 2021 adapuin 
tabeil peirhituingan pajak peinghasilan PPh 21, tarif progreisif meinuinjuikan seimakin 
tinggi peinghasilan keina pajak (PKP) maka se imakin beisar juiga tarif pajak yang di 
keinakan. Adapuin rincian tarif progreisif disajikan pada tabeil beirikuit: 

Tabel 2.1. PPh21 Tarif Pasal 17 

Penghasilan Kena pajak (PKP)  Tarif Pajak  

Sampai dengan Rp.60.000.000  5% 

Diatas Rp.60.000.000–Rp.250.000.000  15% 

Diatas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000  25% 

Diatas Rp.500.000.000-Rp.5.000.000.000  30% 

Diatas Rp.5.000.000.000  35% 

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel 

 

Tabel menunjukan bahwa semakin besarnya pajak yang harus dibayarkan 
dipengaruhi oleh (PKP) maka akan semakin besar juga tarif pajak yang harus di 
potong dari penghasilan karyawan.  

Dengan Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023, pemerintah telah 
memperkenalkan Tarif Rata-rata Efektif (TER) sebagai metode baru untuk 
menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tujuan TER adalah untuk 
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mengarahkan perhitungan pajak khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) 
dengan status karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulan. Dengan TER, 
perusahaan dapat menggunakan tarif rata-rata yang telah ditetapkan tanpa 
mengalami kesulitan dalam perhitungan. 
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Tabel 2.2. TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58juta) 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel 

No Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER A 

1 sampai dengan 5.400.000 0,00% 

2 5.400.001 s.d. 5.650.000 0,25% 

3 5.650.001 s.d. 5.950.000 0,50% 

4 5.950.001 s.d. 6.300.000 0,75% 

5 6.300.001 s.d. 6.750.000 1,00% 

6 6.750.001 s.d. 7.500.000 1,25% 

7 7.500.001 s.d. 8.550.000 1,50% 

8 8.550.001 s.d. 9.650.000 1,75% 

9 9.650.001 s.d. 10.050.000 2,00% 

10 10.050.001 s.d. 10.350.000 2,25% 

11 10.350.001 s.d. 10.700.000 2,50% 

12 10.700.001 s.d. 11.050.000 3,00% 

13 11.050.001 s.d. 11.600.000 3,50% 

14 11.600.001 s.d. 12.500.000 4,00% 

15 12.500.001 s.d. 13.750.000 5,00% 

16 13.750.001 s.d. 15.100.000 6,00% 

17 15.100.001 s.d. 16.950.000 7,00% 

18 16.950.001 s.d. 19.750.000 8,00% 

19 19.750.001 s.d. 24.150.000 9,00% 

20 24.150.001 s.d. 26.450.000 10,00% 

No Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER A 

21 26.450.001                 s.d 28.000.000 11,00% 

22 28.000.001     s.d 30.050.000 12,00% 

23 30.050.001 s.d. 32.400.000 13,00% 

24 32.400.001 s.d. 35.400.000 14,00% 

25 35.400.001 s.d. 39.100.000 15,00% 

26 39.100.001 s.d. 43.850.000 16,00% 

27 43.850.001 s.d. 47.800.000 17,00% 

28 47.800.001 s.d. 51.400.000 18,00% 

29 51.400.001 s.d. 56.300.000 19,00% 

30 56.300.001 s.d. 62.200.000 20,00% 

31 62.200.001 s.d. 68.600.000 21,00% 

32 68.600.001 s.d. 77.500.000 22,00% 

33 77.500.001 s.d. 89.000.000 23,00% 

34 89.000.001 s.d. 103.000.000 24,00% 

35 103.000.001 s.d. 125.000.000 25,00% 

36 125.000.001 s.d. 157.000.000 26,00% 

37 157.000.001 s.d. 206.000.000 27,00% 

38 206.000.001 s.d. 337.000.000 28,00% 

39 337.000.001 s.d. 454.000.000 29,00% 

40 454.000.001 s.d. 550.000.000 30,00% 
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Tabel 2.3. TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) 

 

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel 

 

 
 

No Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER B 

1 sampai dengan 6.200.000 0,00% 

2 6.200.001 s.d. 6.500.000 0,25% 

4 6.850.001 s.d. 7.300.000 0,75% 

5 7.300.001 s.d. 9.200.000 1,00% 

6 9.200.001 s.d. 10.750.000 1,50% 

7 10.750.001 s.d. 11.250.000 2,00% 

8 11.250.001 s.d. 11.600.000 2,50% 

9 11.600.001 s.d. 12.600.000 3,00% 

10 12.600.001 s.d. 13.600.000 4,00% 

11 13.600.001 s.d. 14.950.000 5,00% 

12 14.950.001 s.d. 16.400.000 6,00% 

13 16.400.001 s.d. 18.450.000 7,00% 

14 18.450.001 s.d. 21.850.000 8,00% 

15 21.850.001 s.d. 26.000.000 9,00% 

16 26.000.001 s.d. 27.700.000 10,00% 

17 27.700.001 s.d. 29.350.000 11,00% 

18 29.350.001 s.d. 31.450.000 12,00% 

19 31.450.001 s.d. 33.950.000 13,00% 

20 33.950.001 s.d. 37.100.000 14,00% 

No Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER B 

21 37.100.001 s.d. 41.100.000 15,00% 

22 41.100.001 s.d. 45.800.000 16,00% 

23 45.800.001 s.d. 49.500.000 17,00% 

24 49.500.001 s.d. 53.800.000 18,00% 

25 53.800.001 s.d. 58.500.000 19,00% 

26 58.500.001 s.d. 64.000.000 20,00% 

27 64.000.001 s.d. 71.000.000 21,00% 

28 71.000.001 s.d. 80.000.000 22,00% 

29 80.000.001 s.d. 93.000.000 23,00% 

30 93.000.001 s.d. 109.000.000 24,00% 

31 109.000.001 s.d. 129.000.000 25,00% 

32 129.000.001 s.d. 163.000.000 26,00% 

33 163.000.001 s.d. 211.000.000 27,00% 

34 211.000.001 s.d. 374.000.000 28,00% 

35 374.000.001 s.d. 459.000.000 29,00% 

36 459.000.001 s.d. 555.000.000 30,00% 

37 555.000.001 s.d. 704.000.000 31,00% 

38 704.000.001 s.d. 957.000.000 32,00% 

39 957.000.001 s.d. 1.405.000.000 33,00% 

40 lebih dari 1.405.000.000 34,00% 
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Tabel 2.4. TER C = PTKP: K/3 (72 juta) 

 

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel 

 

 

No Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER C 

1 sampai dengan 6.600.000 0,00% 

2 6.600.001 s.d. 6.950.000 0,25% 

3 6.950.001 s.d. 7.350.000 0,50% 

4 7.350.001 s.d. 7.800.000 0,75% 

5 7.800.001 s.d. 8.850.000 1,00% 

6 8.850.001 s.d. 9.800.000 1,25% 

7 9.800.001 s.d. 10.950.000 1,50% 

8 10.950.001 s.d. 11.200.000 1,75% 

9 11.200.001 s.d. 12.050.000 2,00% 

10 12.050.001 s.d. 12.950.000 3,00% 

11 12.950.001 s.d. 14.150.000 4,00% 

12 14.150.001 s.d. 15.550.000 5,00% 

13 15.550.001 s.d. 17.050.000 6,00% 

14 17.050.001 s.d. 19.500.000 7,00% 

15 19.500.001 s.d. 22.700.000 8,00% 

16 22.700.001 s.d. 26.600.000 9,00% 

17 26.600.001 s.d. 28.100.000 10,00% 

18 28.100.001 s.d. 30.100.000 11,00% 

19 30.100.001 s.d. 32.600.000 12,00% 

20 32.600.001 s.d. 35.400.000 13,00% 

21 35.400.001 s.d. 38.900.000 14,00% 

No Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER C 

22 38.900.001 s.d. 43.000.000 15,00% 

23 43.000.001 s.d. 47.400.000 16,00% 

24 47.400.001 s.d. 51.200.000 17,00% 

25 51.200.001 s.d. 55.800.000 18,00% 

26 55.800.001 s.d. 60.400.000 19,00% 

27 60.400.001 s.d. 66.700.000 20,00% 

28 66.700.001 s.d. 74.500.000 21,00% 

29 74.500.001 s.d. 83.200.000 22,00% 

30 83.200.001 s.d. 95.600.000 23,00% 

31 95.600.001 s.d. 110.000.000 24,00% 

32 110.000.001 s.d. 134.000.000 25,00% 

33 134.000.001 s.d. 169.000.000 26,00% 

34 169.000.001 s.d. 221.000.000 27,00% 

35 221.000.001 s.d. 390.000.000 28,00% 

36 390.000.001 s.d. 463.000.000 29,00% 

37 463.000.001 s.d. 561.000.000 30,00% 

38 561.000.001 s.d. 709.000.000 31,00% 

39 709.000.001 s.d. 965.000.000 32,00% 

40 965.000.001 s.d. 1.419.000.000 33,00% 

41 lebih dari 1.419.000.000 34,00% 



9 
 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata 
(TER) memberikan penyederhanaan dalam mekanisme pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan melalui 
perbedaan tarif berdasarkan tingkat penghasilan dan status PTKP wajib pajak. 

Dalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh Pasal 21, 
pemerintah membagi tarif menjadi tiga jenis, yaitu TER A, TER B, dan TER C. 
Pembagian ini dilakukan berdasarkan status PTKP wajib pajak agar perhitungan 
pajak menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak. 
Dengan adanya pengelompokan tersebut, proses perhitungan PPh Pasal 21 
diharapkan menjadi lebih sederhana, praktis, dan tetap mencerminkan keadilan 
dalam perpajakan. Berikut merupakan tabel pengelompokan jenis TER: 

 

Tabel 2.5. Pengelompokan Jenis Ter 

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel 

 

Pada tabel jenis-jenis pengelompokan diatas dapat dilihat bahwa pembagian 
jenis TER agar mempermudah dalam perhitungan PPh 21 berdasarkan status nya. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Beibeirapa peineilitian teilah meingkaji keiteirkaitan antara keibijakan peirpajakan dan 

kondisi keiuiangan peiruisahaan. Builan & Huimaimah (2025) meineimuikan bahwa 

peireincanaan pajak (tax planning) beirpeiran peinting dalam me injaga likuiiditas dan 

manajeimein aruis kas peiruisahaan, teiruitama keitika peiruisahaan meinghadapi 

peiruibahan reiguilasi peirpajakan. Leistari (2019) meinyatakan bahwa peiruibahan 

reiguilasi peirpajakan meinuintuit peiruisahaan uintuik meilakuikan peinyeisuiaian strateigi 

keiuiangan seicara ceipat dan adaptif guina meinjaga stabilitas keiuiangan peiruisahaan. 

Suikma Wardani eit al. (2025) meinjeilaskan bahwa peineirapan TEiR beirtuijuian 

meiningkatkan transparansi dan keimuidahan dalam administrasi pe irpajakan. olfin 

mani (2025) Deingan sisteim TEiR yang leibih seideirhana, banyak peimbeiri keirja yang 

meirasa teirbantui dalam meinghituing dan meilaporkan pajak seicara teipat waktui. 

Beirdasarkan kajian-kajian teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa peiruibahan 

meikanismei peirhituingan PPh Pasal 21 tidak hanya be irkaitan deingan aspeik 

keipatuihan pajak, teitapi juiga beirdampak langsuing teirhadap manajeimein keiuiangan 

peiruisahaan,  

Jenis TER PTKP PKP/Tahun 

TER A TK/0 54 juta 

TER A TK/1 & K/0 58,5 juta 

TER B TK/2 & K/1 63 juta 

TER B TK/3 & K/2 67,5 juta 

TERC K/3 72 juta 
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khuisuisnya peingeilolaan aruis kas. Peineirapan TEiR, seibagai meitodei barui dalam 

meinghituing PPh Pasal 21, beirpoteinsi meinguibah beisaran peimotongan dan waktui 

peinyeitoran pajak seitiap peiriodei, yang pada gilirannya meimeingaruihi juimlah kas 

yang keiluiar dari peiruisahaan, baik uintuik peimbayaran gaji mauipuin keiwajiban pajak. 

Dalam peineilitian ini, di duiga peineirapan TEiR bisa meinyeibabkan peirbeidaan 

dalam aluir kas opeirasional peiruisahaan dibandingkan masa se ibeiluimnya. Oleih 

kareina itui, peirlui dilakuikan peinguijian nyata uintuik meingeitahuii apakah ada 

peirbeidaan yang beirarti pada aliran uiang peiruisahaan seibeiluim dan seiteilah 

diteirapkannya Tarif Eifeiktif Rata-rata (TEiR).


